BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.



A. Visi dan Misi 
Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mengandung “Cita-Cita“ tentang reformasi pelayanan publik yang bersih dan transparan, sebagai upaya menyakinkan masyarakat terhadap perubahan paradigma lama menuju pelayanan yang mudah, tidak berbelit dan terjangkau. Cita-cita ini penting untuk diwujudkan, sehingga masa depan organisasi yang realistis, dan mampu memberikan kekuatan atau motivasi  seluruh karyawan untuk bersama-sama mendayagunakan kemampuan, ketrampilan dan bakat serta sumber daya yang ada. Visi berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta mengandung nilai-nilai yang dapat menggugah semangat dan pikiran anggota dalam kurun waktu tertentu untuk tercapainya tujuan organisasi. Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yakni “Menuju Kebumen yang Pro Investasi”
Sedangkan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur-unsur yang paling fundamental yang harus dicapai/dipenuhi untuk mewujudkan visi organisasi dan merupakan pernyataan yang menjadi panduan dan arahan dalam tahapan pencapaian visi organisasi. 
Adapun misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, meliputi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara professional;
2. Meningkatkan investasi daerah;
3. Meningkatkan pengendalian Penanaman Modal.

B.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu  Kabupaten Kebumen dalam mencapai misi organisasi, tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, yang merupakan target-target yang bersifat kualitatif, dan pencapainnya merupakan ukuran keberhasilan kinerja (faktor-faktor kunci keberhasilan). Oleh karena itu sebagai bagian integral dari proses manajemen strategik,  didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu tindakan dan tujuan yang ditetapkan dalam program dan kegiatan, yang antara lain akan mewujudkan :
1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan 
2. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor,
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Tujuan yang hendak dicapai guna mewujudkan Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ini berkaitan erat dengan Sasaran Jangka Menengah organisasi, yakni :
1. Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan
2. Meningkatnya rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan syarat izin usaha dan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Keterkaitan  antara  Misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra BPMPT  dapat digambarkan  dalam tabel 4.1 

	Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara professional

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan 

	Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan

	a) Mengikutserta-kan aparat pelayanan perizinan dalam kegiatan kursus/diklat/ bimtek   

b) Meningkatkan dan memberi-kan kemudah-an pelayanan kepada masya-rakat dengan menggunakan pelayanan secara elektronik, 
	Upaya peningkat-an minat masyarakat /pelaku usaha dalam pengurusan perizinan 

	
Misi 2 : Meningkatkan investasi daerah

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor,
	Meningkatnya rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor

	a) Meningkatkan koordinasi perizinan dan kerjasama penanaman modal diberbagai sektor, 

b) Meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi investasi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 
	Upaya mewujud-kan rasa aman bagi investor dalam menanam-kan modal di daerah, dan menjamin kepastian hukum atas investasi yang ditanam di daerah.

	
Misi 3 : Meningkatkan pengendalian Penanaman Modal.

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan syarat izin usaha dan kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

	a) Meningkatkan penyebarluasan informasi perizinan melalui pameran / promosi maupun media cetak untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha. 

b) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan perizinan/ penanaman modal terhadap usaha yang akan berdampak lingkungan, 
	Upaya penyadaran kepada pelaku usaha dalam memenuhi syarat izin usaha dan penanaman modal serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal



Tabel 4.1 Keterkaitan  antara  misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra
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	No
	Tujuan
	Idikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Satuan
	Kondisi saat ini (akhir 2015)
	Target Kinerja Sasaran pada tahun :
	Kondisi akhir renstra

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1.
	Meningkatkan daya saing investasi
	Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN sebesar 4,17 %
	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN

	Nilai investasi PMA/PMDN

	Rp (dlm jutaan)
	324.436
	324.436
	324.436
	340.658
	361.097
	382.763
	405.729
	405.729

	
	
	
	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu 

	persen
	80,75

	81,00
	81,50
	81,75
	82,00
	82,25
	82,50
	82,50

	2.
	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 6%
	Meningkatnya industri kecil dan menengah
	Jumlah usaha perdagangan berizin
	Persen
	100
	16,22 

	18,92 

	20,27 

	21,62 

	22,97

	24,32

	24,32

	3.
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sebesar 96%
	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah
	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
	Persen
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
[bookmark: _GoBack]
C.	Strategi
Srategi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan di waktu yang akan datang, meliputi; kebijakan, program dan kegiatan manajemen untuk mencapai misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen yang dilakukan pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021), dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD. 
Strategi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang meliputi : 
a. Meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat/kursus/bintek,
b. Meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pelayanan secara elektronik, 
c. Meningkatkan koordinasi perizinan dan kerjasama penanaman modal diberbagai sektor, 
d. Meningkatkan penggalian dan pengelolaan potensi investasi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 
e. Meningkatkan penyebarluasan informasi perizinan melalui pameran/promosi maupun media cetak untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha. 
f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan perizinan/penanaman modal terhadap usaha yang akan berdampak lingkungan.

D. Kebijakan.
Kebijakan SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen yang sedang dan akan ditempuh meliputi: 
1. Meningkatkan fasilitasi pelayanan perizinan, 
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam hal administrasi perizinan, 
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha,
4. Meningkatkan promosi dan pameran industri
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi perizinan kepada masyarakat,
6. Melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaku usaha.

Mengacu pada hal diatas, maka dalam implementasinya kebijakan-kebijakan tersebut  oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen diintisarikan sebagai rencana aksi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang meliputi : 
1. Kebijakan Publik.
	Merupakan kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan  Terpadu Kabupaten Kebumen yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi (Sarana dan Prasarana).
Kebijakan yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis.
3. Kebijakan Personalia. 
Kebijakan yang dilakukan dalam memanage dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
4. Kebijakan Keuangan.
	Kebijakan yang dirumuskan hubungannya dengan penerimaan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan dan penggunaan sumber dana dalam bentuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi. 
5. Kebijakan Publik Service/Pelayanan Masyarakat.
	Kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dalam rangka memberikan informasi/sosialisasi/penyuluhan perizinan dan penanaman modal dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menjadi target pelayanan antara lain  pelayanan Izin Prinsip, Ijin Lokasi,  HO, IMB, SIUP/TDP, IUI/TDI, Pertambangan, Penggilingan Padi keliling, Reklame Izin Operasional pendirian Bursa Kerja Khusus, Izin lembaga Pelatihan Kerja dan IUJK, informasi Pelayanan,  dan pelaksanaan kerjasama dibidang penanaman modal. 

